
: a. bahwa Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu 

sumber pendapatan yang penting guna membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat, sehingga pertu pengaturan 

berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, 

peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan 

memperhatikan potensi daerah; 

b, bahwa dengan ber1akunya Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

telah terjadi perubahan dan pembaharuan sistem Pajak 

Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 

3 Tahun 2008 tentang Pajak Penerangan Jalan sudah tidak 

sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini 

sehingga per1u ditinjau kembali; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, per1u membentuk Peraturan 

Daerah Kabupaten Gianyar tentang Pajak Penerangan 
Jalan; 

PERAlURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR 

NOMOR 12 TAHUN 2011 

TENTANG 

PAJAK PENERANGAN JALAN 

DENGAN RAHMAT lUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GIANYAR, 

Menimbang 



5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 
2010 tentang .Jenis Pajak Daerah yang Dipungut 

berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Sendiri Oleh 
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5179); 

: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-claerah Tingkat II dalam Wilayah 

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ; 

2. Undang-Undang NOOlOr 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kec:lua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5233); 

Mengingat 



/ 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gianyar. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Kepala Daerah adalah Bupati Gianyar. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Gianyar sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan 

Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
6. Dinas Pendapat.an Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Gianyar. 

7. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik 

yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. 

8. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disebut PLN adalah Perusahaan 
Milik Negara dengan status PERSERO. 

9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah 

surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan 
dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/at.au bukan objek pajak, 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN. Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR 
dan 

BUPATI GIANYAR 



Dengan Nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan 

tenaga listrik. 

Pasal 2 

BAB II 
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK 

dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan daerah. 

10. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti 

pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah 

melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 

11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat 

SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah 

pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok 

pajak, besamya sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar. 

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya 

disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang rnenentukan 

tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat 

SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan 

pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak 

yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, 

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama 

besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada 

kredit pajak. 

15. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat 

untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administratif berupa bunga 

dan/atau denda. 



(1) Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. 

(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan : 

a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai 

Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban tetap ditambah 

Pasal 5 

BAB III 
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK 

(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan 

tenaga listrik. 

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga 

listrik. 

(3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak adalah 

penyedia tenaga listrik. 

Pasal 4 

seluruh pembangkit listrik. 

(3) Dikecualikan dari objek pajak sebagalmana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah; 

b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh 

kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik; 

c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapaSitas 

tertentu yang tidak memerlukan ijin dari instansi teknis terkait; dan 

d. penggunaan tenaga listrik yang berlaku khusus untuk tempat ibadah. 

(1) Objek Pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan 

sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. 

(2) Ustrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
J 

Pasal 3 



Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. 

Pasal 9 

BABV 

MASA PAJAK 

Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Gianyar. 

Pasal B 

BAB J.v 
WILAYAH PEMUNGUTAN 

Besaran pokok Pajak yang terutang, dihitung dengan cara mengalikan tarif 

sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 

Pasal 7 

(1) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). 

(2) Penggunaan Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan 

minyak bumi dan gas alam, tarif pajak ditetapkan sebesar 3% (tiga persen). 

(3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak ditetapkan 

sebesar 1,5% (satu koma lima persen). 

Pasal 6 

dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening 

listrik; dan 

b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung 

berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu 

pemakaian listrik, dan harga' satuan listrik yang berlaku di Daerah. 



Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Bupati 

dapat menerbitkan : 
a. SKPDKB dalam hal : 

1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang 
terutang tidak atau kurang dibayar; 

2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga 

puluh) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada 

waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan 

3. jika kewajiban mengisi SPPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung 
secara jabatan. 

Pasal 12 

(1) Setiap Wajib Pajak, wajib mengisi SPTPD. 

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar 
dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya. 

(3) Untuk pelanggan listrik PLN, daftar rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN 

merupakan SPTPD. 

(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada 
Bupati, paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. 

Pasal 11 

( 1) Pemungutan Pajak dilarang dilx>rongkan. 

(2) Wajib Pajak yang memenuhi perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan 
SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT. 

(3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan 

SPTPD sec:ara benar dan lengkap kepada Bupati. 

Pasal 10 

BAB VI 

PENETAPAN PAJAK 



(1) Bupati atau pejabat menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan 

penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 

saat terutang pajak. 

(2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, yang menyebabkan 

jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan 
pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hart 

sejak tanggal diterbitkan. 

(3) Bupati atau Pejabat atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi 

persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib 

Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan 
dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat 
pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan 
Peratu ran Bupati. 

Pasal 14 

BAB VII 

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN 

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, dan 

SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dengan Peraturan 
Bupati. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisisan SPTPD, SKPDKB, dan 

SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasar 12 diatur dengan Peraturan 

Bupati. 

Pasal 13 

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data semula yang belum 

terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; dan 
c, SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit 

pajak atau pajak tidak terutang dan tidak acla kredit pajak. 



(1) Atas pennohonan Wajib Pajak atau karena jabat:annya, Bupati dapat 

Membetulkan SKPDKB, SKPDKBT at:au STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam 

Pasal 18 

BAB VIII 
PEMBETULAN, PEMBATALAN, KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU 

PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI 

(1) Pajak yang terut.ang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SUrat Keputusan 

Pembetulan, Surat Keputusan Keberat:an, clan Putusan Banding yang tidak 

atau kurang dibayar oleh wajib pajak tepat pada waktunya dapat dit:agih 

dengan Surat Paksa. 
(2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 17 

(1) Surat peringat:an at:au surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan 
pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari 

sejak saat jatuh tempo pembayaran. 
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Peringat:an atau 

surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terut:ang. 
(3) Surat Peringat:an atau surat lain yang sejenis sebagaimana dirnaksud pada 

ayat (1) dikeluarkan oteh pejabat yang berwenang. 

Pasal 16 

salah tulis dan/at:au salah hitung; at:au 
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/at:au denda. 

Bupati dapat menerbitkan STPD jika : 

a. pajak dalam tahun berjalan tidak at:au kurang dibayar; 

b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat 
J 

Pasal 15 



(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah 

melampaui waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak saat terutangnya pajak, 

kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan 
Daerah. 

(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tertangguh apabila : 

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau 

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak 

langsung. 

Pasal 19 

BAB IX 

KEDALUWARSA PENAGIHAN 

penerbttannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau 

kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang­ 

undangan perpajakan daerah. 

(2) Bupati dapat : 

a. rnengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, 

denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang­ 

undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena 

kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; 

b. rnengurangkan atau rnembatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN 

atau SKPDLB yang tidak benar; 

c. mengurangkan atau rnembatalkan STPD; 
d, rnembatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan 

atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan 

e. rnengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan 

kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak. 

(3) Ketentuan lebih lanjut rnengenai tata cara pengurangan atau penghapusan 

sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. 



(l)Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi 

administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari 

pajak yang kurang atau terlambat di bayar untuk jangka waktu paling lama 

24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. 

(2)Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dikenakan sanksi administratif berupa 

kenaikan sebesar 100 % (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak 

terse but. 

Pasal 21 

BABX 

SANKSI ADMINISTRATIF 

(l)Apabila hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, piutang pajak 

dapat dihapuskan. 

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah 

kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak yang 

sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 20 

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak 

tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut. 

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b berupa Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih 

mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya pada Pemerintah Daerah. 

(5) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau 

penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak. 



(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak 
pidana di bidang perpajakan Daerah. 

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan 

berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, agar 

keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan pribadi atau badan, 
sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah tersebut; 

c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan 

sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; 
d. memeriksa buku-buku, c.atatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang 

berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; 

Pasal 23 

BAB XI 
KETENTUAN PENYIDIKAN 

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa 
bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) 

bulan sejak saat terutangnya pajak. 

Pasal 22 

(3)Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 
sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi 

administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan, dihitung 
dari pajak yang kurang atau 'terlambat dibayar untuk jangka waktu paling 

lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. 



(l)Setiap orang at.au baclan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) 

bulan at.au denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh jut.a rupiah). 

(2)Tindak pidana sebagairnana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 

(3)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara. 

Pasal 24 

BAB XII 
KETENTUAN PIDANA 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, 

pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan 

terhadap bahan bukti tersebut; 

f. memint.a bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 

tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; 

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan at.au 

tempat pada saat pemerik:saan sedang ber1angsung dan memerik:sa 

identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dirnaksud 

pada huruf e; 

h. memotret seseorang yang berkait.an dengan tindak pidana perpajakan 

Daerah; 

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperik:sa sebagai 

tersangka atau saksi; 

j. menghentikan penyidikan; 

k. melakukan tindakan lain yang per1u untuk kelancaran penyidikan tindak 

pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, 

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1981 tent.ang Hukum Acara Pidana. 



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2011 NOMOR 12. 

COKORDA GDE PUTRA NINDIA 

Diundangkan di Gianyar 

pada tanggal 16 Nopember 2011 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR, 

BUPATI GIANYAR, 

: j_OKA ARTHA ARDHANA SUKAWATI ~ 
_v 

Ditetapkan di Gianyar 

pada tanggal 16 Nopember 2011 

Peraturan Daerah ini mulai ber1aku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar. 

Pasal 26 

Pada saat Peraturan Daerah ini, mulai ber1aku, Peraturan Daerah Kabupaten 
Gianyar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Gianyar Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 25 

BAB XIII 

KETENTUAN PENUTUP 

-- 



II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup jelas 

Pasal 2 
Cukup jelas 

Pasal 3 

Cukup jelas 
Pasal 4 

Cukup jelas 

Bahwa dengan ber1akunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah terjadi perubahan clan pembaharuan 
system Pajak Daerah sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 

Tahun 2008 tentang Pajak Penerangan Jalan per1u diadakan harmonisasi. 
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta 

peningkatan pelayanan kepada masyarakat, penerimaan daerah yang 

bersumber dari Pajak Penerangan Jalan perlu dikelola dan dimanfaatkan 
dengan optimal. 

Agar pengelolaan sumber penerimaan pajak tersebut diatas, rnemenuhi 

kepastian hukum dan rnemudahkan wajib pajak dalam membayar pajak, maka 

dipandang perfu rnenetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar tentang 
Pajak Penerangan Jalan. 

I. UMUM 

PENJELASAN 

ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR 

NOMOR 12 TAHUN 2011 
I TENTANG 

PAJAK PENERANGAN JALAN 



Pasal 13 

Cukup jelas 

huruf b 

Cukup jelas. 

huruf c 
Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas 
Pasal 6 

Cukup jelas 
Pasal 7 

Cukup jelas 

Pasal 8 

Cukup jelas 
Pasal 9 

Cukup jelas 
Pasal 10 

Cukup jelas 

Pasal 11 

Cukup jelas. 
Pasal 12 

huruf a 
angka 1 

Cukup jelas. 
angka 2 

Cukup jelas. 

angka 3 
Yang dimaksud dengan "Penetapan Pajak secara Jabatan" 

adalah Penetapan besamya pajak terhutang yang dilakukan 

oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data 

yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati atau 
Pejabat yang ditunjuk. 



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 12. 

Pasal 14 

Cukup jelas 

Pasal 15 

Cukup jelas 
Pasal 16 

Cukup jelas 

Pasal 17 

Cukup jelas 

Pasal 18 
Cukup jelas 

Pasal 19 

Cukup jelas 

Pasal 20 
.,.. 

Cukup jelas 

Pasal 21 
Cukup jelas 

Pasal 22 
Cukup jelas 

Pasal 23 

Cukup jelas 
Pasal 24 

Cukup jelas 

Pasal 25 

Cukup jelas 
Pasal 26 

Cukup jelas 


